
BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 9 TAHUN 

2019 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA 

PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN KEPADA DESA PELAKSANA 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Peraturan

Perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan

dana bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa,

maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2019

tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pasuruan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa

perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan

Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Noor 9

Tahun 2019 ten tang Pedoman Penggunaan Dana

Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabu paten Pasuruan kepada Desa pelaksana

Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;

I. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah

diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);







Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Januari 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 6

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 2 Januari 2023 
BUPATI PASURUAN,

            ttd.

M. IRSYAD YUSUF
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Peraturan Perundang-undangandengan rincian sebagai berikut: 

a. belanja honorarium panitia pemilihan, pembantu penyelenggara

pemungutan suara dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

sebesar 5% (lima persen) untuk yang memiliki NPWP dan 6% untuk

yang tidak memiliki NPWP;

b. semua transaksi pembelian Rp. 1.000.000 keatas dikenai Pajak

Pertambahan Nilai (PPn) 10% sedangkan transaksi pembelian Rp.

2.000.000 keatas selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10%

juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 1,5%, untuk

yang memiliki NPWP dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP;

c. Setiap transaksi pembelian makan dan minum rapat dikenai Pajak

Daerah sebesar 10 %;

d. belanja jasa dan sewa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

sebesar 2%, untuk yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak

memiliki NPWP.

6. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban hasil

pelaksanaannya kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan melampirkan Laporan

Penggunaan dana Bantuan Keuangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa

paling lambat 2 minggu setelah pelantikan Kepala Desa terpilih dan

apabila terdapat sisakelebihan anggaran yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan maka sisatersebut dikembalikan ke rekening kas

Daerah.
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BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF




